
 
 

 
BUPATI REMBANG  

PROVINSI JAWA TENGAH  

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR    24   TAHUN 2014  

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10 TAHUN 
2012 TENTANG TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN BIAYA LAIN-LAIN 

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN REMBANG 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a.  bahwa seiring dengan penyelenggaraan pemenuhan 
kebutuhan air minum oleh PDAM Kabupaten Rembang 

yang memadai, terjadi kenaikan biaya produksi yang 
diantaranya biaya pembuatan rekening air dan 
pemeliharaan meter air;  

   
b.  bahwa pengaturan tarif air minum, beban tetap dan biaya 

lain-lain PDAM Kabupaten Rembang sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain 
Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang 
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat 

ini; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Air 
Minum, Beban Tetap dan Biaya Lain-lain Pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang; 
 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2.    Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4422) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4844 ); 
 

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Negara Nomor 5234); 
 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 
 

8.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah 

Air Minum; 
 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air;  
 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 

Minum; 
 

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
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12.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Rembang Tahun 1980 Nomor 2), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 93); 
 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang  Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang  Nomor 81); 

 
14.  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang  Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang  Nomor 90, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang  Tahun 2012 Nomor 1); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN BIAYA 

LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN REMBANG   

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap 

dan Biaya Lain-lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut : 
 
 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

(1) PDAM mengenakan Beban Tetap dan Biaya lain-lain 

kepada pelanggan. 
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(2) Beban Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  

berdasarkan golongan pelanggan yang besarnya adalah sebagai berikut: 
 

 

a.Golongan sosial sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); 

b.Golongan non niaga sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); 
 c.Golongan niaga sebesar Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah); 

d.Golongan industri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 
e.Golongan khusus sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah). 

 
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 

                                                     Pasal 8 

 

Pelanggan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa 

denda sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah). 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 29 Agustus 2014

   

 
Plt. BUPATI REMBANG 

WAKIL BUPATI 
 

ttd  
 
 

H. ABDUL HAFIDZ 
 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 29 Agustus 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
ttd 

 

     HAMZAH FATONI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN  2014  NOMOR  24 
 

 
 

 

 
 
 

 


